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AbstrakArtikel ini menyajikan tinjauan sistematis terhadap tantangan dan peluang kesesuaian syariah dalam penggunaan kripto 

aset pada sistem keuangan Islam. Dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menganalisis 52 artikel 

ilmiah terbitan tahun 2020 hingga 2025 dan memanfaatkan analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk 

memetakan tema utama, terminologi dominan, dan tren diskursus akademik. Kajian ini berfokus pada tiga dimensi utama: (1) 

perspektif fiqh muamalah, (2) kerangka hukum dan regulasi digital, serta (3) model bisnis kripto syariah yang sedang berkembang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata kunci seperti “cryptocurrency”, “Islamic finance”, dan “shariah compliance” merupakan 

pusat perhatian akademik, mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap aspek etika dan kepatuhan syariah dalam inovasi 

keuangan digital. Ditemukan lima klaster tematik utama, mencakup fondasi etika Islam, regulasi aset digital, instrumen keuangan 

halal, analisis perbandingan fatwa global, serta tantangan implementasi di lapangan. Penelitian ini juga menemukan adanya 

fragmentasi pandangan di antara lembaga fatwa dan minimnya studi empiris mengenai adopsi kripto yang sesuai syariah. Oleh 

karena itu, kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri sangat penting untuk merumuskan kerangka evaluasi yang 

berbasis maqashid al-shariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis dalam membangun ekosistem kripto syariah 

yang inklusif, transparan, dan terpercaya. 

Kata Kunci: Kripto Aset; Keuangan Syariah; Kesesuaian Syariah; Fatwa Global; Blockchain Halal 

AbstractThis article presents a systematic literature review (SLR) on the challenges and opportunities of Shariah compliance in the 

use of crypto assets within the Islamic financial system. Drawing on 52 peer-reviewed articles published between 2020 and 2025, this 

study employed bibliometric analysis using VOSviewer to map key themes, terminologies, and scholarly trends. The review focuses 

on three core dimensions: (1) fiqh muamalah perspectives, (2) regulatory and legal frameworks, and (3) emerging business models in 

Shariah-compliant crypto finance. The results reveal that dominant keywords such as “cryptocurrency,” “Islamic finance,” and 

“Shariah compliance” indicate growing scholarly attention to ethical and jurisprudential dimensions beyond technological 

innovation. Five major thematic clusters were identified, including Islamic ethical foundations, digital regulation, halal financial 

instruments, global fatwa comparisons, and implementation barriers. The review also highlights a fragmented understanding of 

crypto legitimacy across fatwa institutions and a lack of empirical studies addressing Shariah-compliant adoption frameworks. 

Therefore, multi-stakeholder collaboration between regulators, scholars, and fintech practitioners is crucial to develop a 

comprehensive Shariah-based evaluative framework. These findings aim to guide future policies and contribute to building a 

trustworthy, inclusive halal crypto ecosystem aligned with the objectives of Islamic law (maqashid al-shariah). 

Keywords: Crypto Assets; Islamic Finance; Shariah Compliance; Global Fatwa; Halal Blockchain 

1. PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama 

dalam sistem keuangan global. Kita saat ini hidup dalam era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh konektivitas 

tinggi, otomatisasi, serta munculnya berbagai inovasi digital, termasuk di bidang keuangan. Salah satu inovasi yang 

paling menonjol dalam dekade terakhir adalah kripto aset atau aset digital berbasis teknologi blockchain. Aset ini 

memungkinkan transaksi keuangan berlangsung secara langsung antar pengguna tanpa memerlukan perantara seperti 

bank, dan bersifat terdesentralisasi serta anonym(Rolando et al., 2024)(Sari & Nasution, 2024). 

Kripto aset, seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya, tidak hanya menjadi instrumen investasi baru yang 

menarik perhatian banyak investor, tetapi juga menjadi medium alternatif dalam pengiriman nilai lintas negara(Jufridar 

et al., 2021). Nilai kapitalisasi pasar kripto global bahkan pernah menyentuh US$2,9 triliun pada tahun 2021, sebelum 

mengalami penurunan tajam akibat ketidakstabilan pasar dan respons kebijakan regulator(Boto et al., 2023). Pemerintah 

Indonesia pun turut merespons fenomena ini dengan menerbitkan kebijakan melalui Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang mengklasifikasikan kripto sebagai komoditas digital yang sah diperdagangkan 

di bursa berjangka berdasarkan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019(Dharma et al., 2024)(Laina et al., 2025). 

Keunikan penelitian ini terletak pada posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia 

dan sistem hukum yang mengakui keberadaan fatwa dalam proses pengambilan kebijakan publik ekonomi syariah. 

Regulasi yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia memiliki karakter khas karena berupaya 

menyeimbangkan antara prinsip hukum positif dan nilai-nilai syariah. Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-

MUI/XI/2021 menegaskan bahwa penggunaan kripto sebagai alat tukar dilarang, tetapi masih membuka ruang 

penelitian untuk menilai potensi kripto sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi apabila memenuhi unsur 

kejelasan (ghair gharar) dan manfaat nyata bagi masyarakat (DSN-MUI, 2021)(M. L. Hakim, 2024). Sementara itu, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kebijakan perlindungan konsumen dan 

integritas pasar keuangan digital dengan mengedepankan prinsip maqashid al-shariah(Nurhidayatullah & Sw, 2024). 

Berbeda dari negara-negara lain seperti Bahrain dan Malaysia yang telah memiliki standar penilaian syariah aset digital 
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melalui AAOIFI Shariah Standard No. 57 dan SAC Malaysia’s Resolution on Digital Assets (Rizieq & Baidhowi, 

2025), Indonesia masih berada pada tahap penyesuaian interpretatif antara fatwa ulama dan regulasi teknis. Oleh karena 

itu, penelitian ilmiah di Indonesia menjadi sangat penting untuk memberikan landasan akademis dalam 

mempertemukan pandangan ulama, regulator, dan industri keuangan digital. Kajian ini diharapkan mampu memperjelas 

posisi kripto dalam sistem keuangan Islam Indonesia dan berkontribusi terhadap pengembangan instrumen keuangan 

halal yang berdaya saing global. 

Namun di balik potensi ekonominya, kripto aset menghadirkan tantangan besar, terutama dalam keuangan Islam. 

Islam memiliki prinsip dasar dalam transaksi keuangan, yakni larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian 

yang berlebihan), dan maysir (spekulasi/gambling). Selain itu, Islam menekankan pada pentingnya keadilan, 

kebermanfaatan, dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dalam aktivitas ekonomi(Latang & Faried, 

2024)(Kelibia et al., 2025). Sayangnya, kripto aset sering kali dikritik karena mengandung unsur spekulatif yang tinggi, 

tidak memiliki aset dasar (underlying asset), serta rawan digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang, 

pendanaan terorisme, dan kejahatan siber(Sahamad et al., 2023). 

Laporan Chainalysis (2025) memberikan gambaran nyata mengenai eskalasi penggunaan kripto dalam aktivitas 

terlarang.  

 

Gambar 1. Total Cryptocurrency Value Received by Illicit Addresses (2020-2024) 

Gambar 1 terlihat bahwa nilai total transaksi kripto yang diterima oleh alamat ilegal meningkat dari US$11 

miliar pada tahun 2020 menjadi US$54,3 miliar pada 2022. Meskipun ada penurunan pada 2023 sebesar US$46,1 

miliar, jumlah tersebut tetap signifikan. Bahkan, untuk tahun 2024, diperkirakan nilainya akan kembali naik menjadi 

US$51,3 miliar. Jenis aktivitas ilegal yang tercatat sangat beragam, mulai dari penipuan (scam), pencurian dana, 

ransomware, hingga perdagangan narkoba dan child abuse material melalui darknet market. Tren ini menjadi alarm 

serius bahwa kripto aset dapat menjadi sarana bagi kejahatan lintas negara apabila tidak dikawal dengan regulasi dan 

prinsip moral yang kuat. 

Fenomena kripto aset mendorong perbincangan penting dalam ranah syariah, terutama terkait dengan status 

hukumnya, apakah kripto dapat dianggap sebagai mal mutaqawwim, atau harta yang bernilai dan sah menurut prinsip-

prinsip Islam? Apakah penggunaannya sebagai investasi atau alat transaksi sah menurut fiqh muamalah? Jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan ini masih sangat beragam. Beberapa ulama dan institusi fatwa seperti DSN-MUI di 

Indonesia, AAOIFI di Bahrain, dan SAC di Malaysia memberikan pandangan yang berbeda. Sebagian menyatakan 

kripto boleh digunakan dengan syarat adanya transparansi, kepastian kepemilikan, dan keberadaan aset 

pendukung(Rizieq & Baidhowi, 2025). Sementara itu, sebagian lainnya lebih memilih berhati-hati karena adanya 

potensi besar dalam gharar dan maysir. 

Hingga saat ini, studi akademik yang membahas kripto aset dalam kerangka syariah masih minim, baik dari segi 

jumlah maupun kedalaman analisisnya. Sebagian besar literatur hanya membahas aspek tertentu seperti hukum fiqh(M. 

L. Hakim, 2024), potensi blockchain untuk sukuk digital (Riswan & Ismal, 2021), atau masalah kebijakan publik dan 

etika(Herman et al., 2024). Padahal, untuk memahami kripto aset secara utuh dalam konteks keuangan syariah, 

dibutuhkan pendekatan yang menggabungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu: (1) kajian fiqh muamalah, (2) analisis 

regulasi nasional dan internasional, serta (3) studi terhadap model bisnis kripto yang mengklaim patuh syariah, seperti 

OneGram, HelloGold, dan Islamic Coin(Rehan, 2025)(Emna & JARBOUI, 2020)(Alshahmy, 2025). 

Sayangnya, dari hasil penelusuran awal penulis menggunakan software Publish or Perish yang terhubung dengan 

Google Scholar, ditemukan bahwa sangat sedikit artikel antara tahun 2020-2025 yang secara eksplisit membahas 

integrasi ketiga perspektif tersebut. Mayoritas artikel yang muncul hanya membahas aspek teknis dan hukum secara 

terpisah. Untuk mendalami lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan aplikasi VOSviewer (Ananda et al., 2025b) 

untuk memetakan dan memvisualisasikan jaringan kata kunci, penulis, dan tema-tema dominan yang muncul dalam 

publikasi ilmiah terkait “crypto asset” dan “Islamic finance”(Kuswara & Rahmawati, 2025). Hasilnya menunjukkan 

bahwa masih terdapat celah besar (research gap) dalam eksplorasi literatur yang benar-benar menyoroti aspek 

kesesuaian syariah secara menyeluruh, dengan konteks yang berbasis pada data empiris, analisis normatif, dan 

pendekatan teknologi. 
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Melihat kenyataan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis (systematic 

literature review) terhadap berbagai publikasi ilmiah terkini yang membahas kripto aset dalam sistem keuangan syariah, 

terutama dari tahun 2020 hingga 2025. Penelitian ini akan mengkaji tantangan utama, peluang pemanfaatan kripto 

dalam ranah syariah, serta pendekatan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan instrumen keuangan 

digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian ini juga akan memetakan model-model kripto syariah dan 

menilai kesesuaiannya dengan standar fatwa dari lembaga-lembaga syariah terkemuka. Kajian ini juga didukung oleh 

Qurrota A'yun, dkk yang menekankan pentingnya peran akademisi dalam memperkuat literasi keuangan syariah digital 

di Indonesia melalui pengembangan riset kripto halal yang berlandaskan maqashid al-shariah (A’yun et al., 2025). 

Dengan begitu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur akademik dan juga menjadi bahan 

pertimbangan penting bagi regulator, praktisi keuangan syariah, dan masyarakat Muslim dalam merespons era 

digitalisasi ekonomi dengan bijak dan bermartabat. 

2. METODOLOGI PENELITIAN  

2.1 Kerangka Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menggali secara mendalam literatur 

ilmiah yang relevan terkait kripto aset dalam sistem keuangan syariah. SLR dipilih karena metode ini mampu 

memberikan landasan akademik yang kuat dalam menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis, transparan, dan 

terukur. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, serta celah penelitian (research 

gap) dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang tersebar di berbagai sumber ilmiah(Alvina et al., 2024). 

Dalam studi ini, peneliti fokus pada tiga dimensi utama: (1) kajian fiqh muamalah terhadap kripto, (2) regulasi 

dan kebijakan publik terkait aset digital, serta (3) model-model bisnis kripto syariah yang telah berkembang di berbagai 

negara Muslim. Dengan fokus tersebut, peneliti berharap dapat menyajikan tinjauan yang tidak hanya komprehensif 

secara teoritis, tetapi juga relevan dalam praktik keuangan Islam modern. Untuk mendukung proses pengumpulan dan 

analisis literatur, dua perangkat lunak utama digunakan: 

1. Publish or Perish (PoP) untuk menelusuri artikel-artikel ilmiah dari Google Scholar, Crossref, dan Semantic Scholar 

berdasarkan kata kunci utama(Ambarini & Hawa, 2023); dan 

2. VOSviewer untuk memvisualisasikan hubungan tematik antar kata kunci, penulis, dan topik riset dalam bentuk 

bibliometric mapping(Wardhana et al., 2023)(Ananda et al., 2025a). 

Kata kunci yang digunakan antara lain: “crypto asset”, “Islamic finance”, “Shariah compliance”, “halal 

cryptocurrency”, dan “blockchain in Islamic law”. Artikel yang ditinjau dibatasi pada periode 2020-2025, agar tetap 

mutakhir dan sesuai perkembangan kebijakan syariah digital.. 

2.2 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui enam tahapan sistematis sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mulai dari identifikasi 

literatur hingga sintesis dan analisis tematik. Untuk memperjelas transparansi seleksi, tahapan penyaringan artikel 

dilakukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memiliki 

relevansi, kualitas ilmiah, dan kontribusi yang signifikan terhadap topik yang dikaji. Artikel yang dipilih harus ditulis 

dalam bahasa Inggris atau Indonesia serta diterbitkan pada jurnal peer-reviewed yang terindeks Scopus, SINTA 1–2, 

atau lembaga bereputasi sejenis. Fokus utama penelitian dalam artikel tersebut harus berkaitan dengan kripto aset serta 

keuangan atau prinsip syariah. Selain itu, artikel wajib menggunakan metodologi penelitian yang dijelaskan secara 

eksplisit, baik pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun tinjauan sistematis. Rentang waktu publikasi yang digunakan 

sebagai batas seleksi adalah antara tahun 2020 hingga 2025, untuk memastikan keterbaruan temuan dan relevansi 

konteksnya terhadap perkembangan terkini. Terakhir, artikel harus memuat informasi empiris atau konseptual yang 

secara langsung mendukung analisis kesesuaian syariah (Shariah compliance), baik dalam bentuk hasil penelitian, 

model analisis, maupun diskusi konseptual. 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya artikel yang relevan dan 

berkualitas yang dianalisis. Artikel yang bersifat non-ilmiah, seperti berita, blog, atau opini populer, tidak disertakan 

dalam kajian. Selain itu, publikasi yang hanya membahas teknologi blockchain atau mata uang digital tanpa keterkaitan 

dengan konteks keuangan Islam juga dikecualikan. Artikel duplikat yang berasal dari sumber atau versi publikasi yang 

sama tidak dimasukkan untuk menghindari redundansi data. Naskah yang ditulis dalam bahasa selain Inggris atau 

Indonesia juga tidak dipertimbangkan agar analisis tetap konsisten dan dapat dipahami secara akademik. Terakhir, 

tulisan yang tidak memiliki metodologi penelitian yang jelas atau hanya berupa editorial commentary dikeluarkan 

karena tidak memenuhi standar penelitian ilmiah yang sistematis. 

Penerapan kriteria ini dilakukan secara bertahap melalui proses screening dan evaluasi kelayakan. Dari 300 

artikel awal yang ditemukan, sebanyak 158 dieliminasi pada tahap awal karena tidak memenuhi kriteria inklusi. 

Selanjutnya, 142 artikel dievaluasi ulang berdasarkan isi dan metodologi, hingga tersisa 52 artikel akhir yang memenuhi 

kriteria untuk dianalisis secara mendalam. 
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Tahapan ini divisualisasikan dalam Diagram PRISMA (Gambar 2) berikut, yang menunjukkan proses 

penyaringan mulai dari identifikasi, seleksi, hingga sintesis akhir literatur. 

 

Gambar 2. Alur Tahapan Penelititan dan Diagram Prisma 

2.3 Validitas dan Reliabilitas 

Untuk memastikan reliabilitas proses seleksi literatur, penelitian ini mengacu pada panduan Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020) yang direkomendasikan oleh(Page et al., 2021). Proses 

seleksi dilakukan oleh dua peneliti independen untuk meminimalkan bias subjektif. Selain itu, keandalan bibliometrik 

diperkuat dengan triangulasi data dari tiga basis indeks utama (Scopus, Crossref, dan Google Scholar)(Ananda et al., 

2025a). 

Keterbatasan utama penelitian ini mencakup kurangnya studi empiris tentang implementasi kripto halal di 

lembaga keuangan syariah serta keterbatasan akses terhadap artikel berbayar. Namun, dengan kriteria inklusi yang ketat 

dan proses validasi lintas sumber, hasil studi ini tetap memenuhi standar transparansi ilmiah dan dapat direplikasi untuk 

penelitian lanjutan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Penelitian ini menghasilkan temuan utama dalam bentuk visualisasi jaringan kata kunci, kepadatan topik, dan tren 

kronologis publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topik “kripto aset dalam keuangan syariah”. Visualisasi ini dibangun 

berdasarkan data bibliografis dari 52 artikel ilmiah terpilih yang diperoleh melalui aplikasi Publish or Perish dengan 

database utama Google Scholar, Scopus, dan Crossref. Analisis dilakukan menggunakan VOSviewer, yang 

memungkinkan pemetaan hubungan antar kata kunci (keyword co-occurrence) untuk mengidentifikasi klaster tematik 

yang dominan dalam penelitian. 

3.1.1 Network Visualization 

Gambar 3 berikut menampilkan Network Visualization hasil pemetaan bibliometrik menggunakan VOSviewer: 

 

Gambar 3. Network Visualization 
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Dari Gambar 3, terlihat bahwa kata kunci utama yang paling dominan adalah “cryptocurrency”, “islamic 

finance”, dan “shariah compliance”. Ketiga kata kunci tersebut membentuk inti dari peta jaringan penelitian dan 

memiliki hubungan kuat dengan topik lainnya seperti “bitcoin”, “digital currency”, “blockchain”, “legal status”, dan 

“crypto asset”. Klaster ini memperlihatkan bagaimana isu kripto dalam keuangan syariah dikaitkan secara erat dengan 

aspek hukum Islam (Islamic jurisprudence), teknologi blockchain, dan persepsi terhadap status legal serta etika 

penggunaan kripto dalam transaksi keuangan umat Islam. 

3.1.2 Density Visualization 

 

Gambar 4. Density Visualization 

Gambar 4 menggambarkan Density Visualization, yang menyoroti kepadatan kata kunci dalam korpus literatur. 

Warna kuning menunjukkan kata kunci yang paling sering muncul dan menjadi pusat perhatian para peneliti, seperti 

“cryptocurrency”, “islamic finance”, dan “crypto asset”. Sementara itu, kata kunci seperti “challenge”, “blockchain 

technology”, “legal status”, dan “shariah compliance” menempati posisi penting dalam lanskap akademik ini. 

Tingginya kepadatan pada kata “cryptocurrency” dan “shariah compliance” mengindikasikan bahwa aspek 

regulatif dan kesesuaian syariah menjadi tema sentral dalam diskursus ilmiah. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran 

ulama terhadap potensi gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulatif) dalam kripto, serta implikasinya terhadap 

perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai bagian dari maqashid syariah. 

3.1.3 Overlay Visualization 

Overlay Visualization menunjukkan perkembangan kronologis topik-topik riset berdasarkan tahun publikasi. Warna 

kuning menunjukkan istilah yang lebih baru dan tren mutakhir (2023-2024), sedangkan warna biru menunjukkan istilah 

yang sudah lama dibahas (2021 ke bawah). 

 

Gambar 5. Overlay Visualization 
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Dari Gambar 5 hasil overlay ini, terlihat bahwa penelitian mengenai “crypto asset”, “shariah compliance”, dan 

“implementation challenge” mulai mendominasi diskursus dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, topik seperti 

“bitcoin”, “legal status”, dan “digital currency” merupakan tema yang telah lebih dahulu dieksplorasi. Ini 

menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian dari diskusi tentang status dan teknologi dasar kripto, menuju isu 

penerapan dan tantangan kesesuaian syariahnya. 

Hasil analisis bibliometrik menunjukkan adanya lima klaster tematik utama yang membentuk lanskap kajian 

akademik terkait kripto aset dalam keuangan syariah, yaitu: 

1. Klaster Syariah dan Etika. Berpusat pada “shariah compliance”, “ethics”, dan “islamic law”, menyoroti 

keprihatinan normatif terhadap aspek halal-haram kripto. 

2. Klaster Teknologi dan Regulasi. Melibatkan kata kunci seperti “blockchain”, “digital currency”, dan “legal 

status”, yang membahas inovasi teknis dan tantangan hukum formal. 

3. Klaster Instrumen Keuangan Syariah. Seperti “sukuk issuance”, “asset”, dan “return”, membahas kemungkinan 

integrasi kripto ke dalam produk keuangan Islam. 

4. Klaster Perbandingan Global. Mencakup istilah “cross-national study”, “global fatwa analysis”, dan “Indonesia”, 

menunjukkan adanya studi lintas negara dan perbandingan fatwa dari DSN-MUI, AAOIFI, dan SAC Malaysia. 

5. Klaster Risiko dan Tantangan Implementasi. Termasuk kata kunci “challenge”, “risk”, dan “implementation 

challenge”, yang membahas hambatan nyata dalam menerapkan kripto syariah. 

Visualisasi ini menegaskan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk penelitian lintas disiplin yang 

menyatukan perspektif hukum Islam, regulasi teknologi, dan inovasi produk keuangan syariah. Keberadaan istilah 

seperti “systematic review”, “comparative analysis”, dan “implementation challenge” menunjukkan bahwa pendekatan 

yang komprehensif sangat diperlukan untuk mengisi gap riset yang belum tersentuh secara holistik. 

Lebih jauh, peta ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun roadmap pengembangan instrumen penilaian 

kesesuaian syariah untuk kripto. Peneliti, regulator, dan praktisi keuangan Islam dapat menggunakan data ini untuk 

merancang model bisnis kripto syariah yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan maqashid syariah. 

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil visualisasi bibliometrik dan analisis sistematis terhadap 52 artikel ilmiah yang diperoleh melalui 

pendekatan Systematic Literature Review (SLR), ditemukan bahwa topik kripto aset dalam keuangan syariah telah 

mengalami peningkatan signifikan dalam perhatian akademik, terutama sejak tahun 2021. Peningkatan ini sejalan 

dengan kemunculan berbagai inovasi kripto yang mencoba beradaptasi dengan prinsip syariah dan meningkatnya 

urgensi regulasi terhadap aset digital di negara-negara Muslim (Yazidillah & Barus, 2023). 

3.2.1 Tantangan dan Peluang Kripto Aset dalam Keuangan Syariah 

Sebagai instrumen keuangan modern, kripto aset membawa dua wajah yang kontras dalam perspektif keuangan Islam. 

Di satu sisi, terdapat peluang besar untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya intermediasi, serta 

memperluas inklusi keuangan syariah melalui teknologi blockchain(Santoso et al., 2024). Di sisi lain, kripto juga 

menimbulkan tantangan serius, terutama terkait volatilitas harga yang ekstrem, potensi spekulasi (maysir), dan 

minimnya underlying asset, yang menimbulkan unsur gharar(Ridha, 2025)(Pranata et al., 2025).  

Beberapa literatur menyoroti bahwa aspek desentralisasi dan keterbukaan blockchain justru dapat dimanfaatkan 

untuk mengurangi ketidakjelasan dan meningkatkan transparansi(Pratiwi et al., 2025)(Arwani & Priyadi, 2024). 

Namun, fakta bahwa lebih dari $50 miliar transaksi ilegal terjadi melalui aset kripto pada 2022 menegaskan adanya 

potensi mafsadah (kerusakan) yang harus diantisipasi. 

3.2.2 Perspektif Fiqh, Fatwa, dan Standar Internasional 

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam dalam hal kesesuaian syariah aset 

kripto. DSN-MUI masih cenderung berhati-hati dan belum mengeluarkan fatwa komprehensif, sementara AAOIFI 

(Bahrain) dan SAC (Malaysia) mulai membuka ruang diskusi yang lebih inklusif terhadap penggunaan kripto dalam 

transaksi non-riba dan instrumen seperti stablecoin atau sukuk digital. 

Sebagian ulama, seperti dalam penelitian oleh (Mohammed & Yusof, 2024), menyatakan bahwa kripto dapat 

dikategorikan sebagai mal mutaqawwim (aset bernilai) apabila memenuhi syarat-syarat syariah: tidak mengandung 

gharar, tidak spekulatif, memiliki nilai tukar yang sah, dan ditopang oleh teknologi yang menjamin kejelasan 

kepemilikan dan hak. Namun, syarat ini masih sulit dipenuhi oleh mayoritas kripto saat ini, sehingga dominan berada 

dalam zona syubhat (meragukan) (Abubakar & Khurshid, 2021). 

3.2.3 Model Bisnis Kripto Syariah  

Penelitian ini juga mengevaluasi lima model bisnis kripto syariah, termasuk OneGram, HelloGold, dan Islamic Coin. 

OneGram, misalnya, didukung oleh emas sebagai underlying asset, menjadikannya lebih stabil dan terhindar dari unsur 

spekulatif. HelloGold mengintegrasikan tokenisasi emas yang dapat dimiliki secara fraksional oleh investor retail, 

sementara Islamic Coin menawarkan ekosistem blockchain yang mendukung transaksi halal dan distribusi zakat secara 

otomatis melalui smart contract (Rafay & Farid, 2022) 



TIN: Terapan Informatika Nusantara 
Vol 6, No 5, October 2025, page 483-491 
ISSN 2722-7987 (Media Online) 
Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin 
DOI 10.47065/tin.v6i5.7911 

Copyright © 2025 the author, Page 489  
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

Namun, ketiganya tetap menghadapi tantangan yang belum terselesaikan, antara lain soal pengakuan hukum di 

berbagai negara, interoperabilitas dengan sistem perbankan syariah, serta minimnya adopsi dari kalangan institusi 

keuangan Islam. Belum ada standar global yang mengatur kripto syariah secara holistik, sehingga risiko perbedaan 

interpretasi tetap tinggi(Abdurohim & Irfan, 2024). 

3.2.4 Sinergi Otoritas Syariah dan Fintech 

Hasil studi ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Pertama, perlunya penguatan peran lembaga otoritas seperti 

DSN-MUI, BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia untuk menyusun framework yang adaptif terhadap kripto, namun 

tetap menjamin perlindungan prinsip-prinsip syariah(Fanani et al., 2025). Kedua, dibutuhkan regulasi lintas sektor yang 

menggabungkan aspek hukum positif dengan fatwa ulama serta standar internasional seperti AAOIFI(M. H. A. Hakim, 

2025). 

Ketiga, kolaborasi antara regulator dan akademisi penting untuk membangun indikator kepatuhan syariah bagi 

aset digital. Hal ini akan mendukung terciptanya ekosistem kripto halal yang bisa diterima oleh pasar domestik dan 

internasional(Wahyuni et al., 2024). 

3.2.5 Arah Riset Selanjutnya 

Tinjauan ini juga mengidentifikasi beberapa gap riset penting: 

1. Minimnya kajian interdisipliner yang menggabungkan fiqh muamalah, hukum siber, dan inovasi teknologi secara 

komprehensif; 

2. Belum adanya framework evaluatif berbasis maqashid al-shariah dalam menilai kripto; 

3. Keterbatasan studi empiris mengenai implementasi kripto oleh lembaga keuangan syariah. 

Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengembangkan metodologi pengukuran syariah compliance berbasis 

multi-criteria decision-making (MCDM), mengevaluasi efektivitas penggunaan stablecoin syariah, serta membangun 

arsitektur teknologi zakat dan wakaf digital yang terdesentralisasi. 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kripto aset memiliki dua sisi yang berbeda dalam keuangan Islam. Di satu sisi, 

teknologi blockchain dan tokenisasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan 

perluasan akses layanan keuangan syariah yang sejalan dengan tujuan maqashid al-shariah, terutama perlindungan harta 

(hifz al-mal) dan keadilan dalam transaksi. Namun di sisi lain, kripto aset masih menghadapi berbagai tantangan, seperti 

fluktuasi harga yang tinggi, ketiadaan jaminan nilai (underlying asset), dan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan 

yang tidak etis, yang dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Dari analisis terhadap 52 

artikel ilmiah, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara lembaga syariah dunia seperti DSN-MUI di 

Indonesia, AAOIFI di Bahrain, dan SAC di Malaysia. Beberapa proyek kripto syariah seperti OneGram, HelloGold, dan 

Islamic Coin mulai mencoba menerapkan prinsip halal, tetapi penerapannya masih terbatas dan memerlukan 

keseragaman standar, dukungan hukum, serta mekanisme audit syariah yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini 

menegaskan pentingnya kerja sama antara regulator, akademisi, dan pelaku industri fintech dalam membangun 

kerangka penilaian berbasis maqashid al-shariah yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian dan keberlanjutan aset 

digital secara adil dan transparan. Dengan langkah tersebut, Indonesia berpotensi menjadi pelopor dalam pengembangan 

ekosistem kripto syariah yang aman, inklusif, dan dipercaya di tingkat global. 
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